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DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas |B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

Hasnawati Daeng Binti Hl.Daeng Fadila, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMk, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Jati
RT.013, RW.006, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2017
memberikan Kuasa kepada Fahrid Galitan, SH., Sarnawia A.
Abdullah, SH., Dan Susrumawanti, SH. Advokat/Pengacara
dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara,
beralamat di JIn. Nusa Indah No.95 Kel.Tanah Tinggi Jalan
Baru Rt/Rw,05/01 , Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Rinto Pawane Bin Yusti Pawane,umur 32 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, alamat Kel. Jati RT.013/RW.006,Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat; !

Pengadilan Agama Ternate tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang ;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli
2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kelas | B Temate, dengan Nomor 0296/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 11
Juli 2017, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwapada tanggal 28 Desmber 2004, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Daruba Kecamatan Morotai Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor : 17/2/VIli/2005 tanggal 28 Desember 2004,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
Orang tua Tergugat di Daeo kecamatan Morotai Selatan kurang lebih 2 tahun
setelah itu pindah ke Ternate di rumah Penggugat dan Tergugat bertempat di
kelurahan Jati Rt.013/Rw.006 hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat danTergugat telah hidup rukun
dan bergaul sebagai suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

e Suci Wulansari Permpuan, umur 12 tahun anak tersebut dalam

. pemeliharaan Tergugat;
e Salsabila Putri,Perempuan umur 8 tahun anak tersebut berada dalam

pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

> Tergugat sering mabuk bukan saja minum minuman yang memabukkan
itu di luar rumah akan tetapi Tergugat malah mengajak teman-temannya
minum dan mabuk di rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat
mencoba menasihati akan tetapi bukannya mendengarkan nasehat
tersebut tetapi justru Tergugat memarahi dan mencaci maki bahkan
memukul Penggugat.
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» Tergugat sering mencacimaki Penggugat tanpa memperdulikan
perasaan Penggugat sekalipun hal ramai;

» Tergugat yang sering berlaku kasar,suka membentak,serta suka
memukul hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan Tergugat bahkan
Penggugat sering dipukul hingga babak belur;

5. Bahwa walaupun penggugat mendapatkan perlakuan seperti itu tetapi
Penggugat bersabar menahan penderitaan dan siksaan, baik lahir maupun
bathin dengan tetap menaru harapan kiranya Tergugat dapat merubah sikap
dan prilaku untuk sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala keluarga
akan tetapi lebih ironis lagi malah Tergugat menuduh Penggugat berzina
dengan pimpinan(bos) semasa Penggugat masih bekerja sebagai karyawan
disalahsatu perusahaan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Desember tahun 2016
perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas terjadi
kembali pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk makan bersama
mengingat Penggugat mau keluar bekerja diperusahaan dimana Penggugat
bekerja namun Tergugat dengan emosi dan langsung memukul Penggugat
hingga babak belur (memar) dikepala Penggugat bukan saja hal tersebut
bahkan Tergugat malah membenturkan kepala Penggugat ditembok sampai
kepala Penggugat bengkak dan atas kejadian tersebut mengakibatkan
Penggugat trauma dan Penggugat lebih memilih keluar dan pergi dari rumah
Penggugat Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih 7
bulan hingga pisah;

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat sebagai sumai istri,karena
sudah tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dengan Tergugat dan
secara bathin,Penggugat sudah merasa sangat tersiksa atas perlakuan
kasar,membentak dan kebiasaan Tergugat yang suka memukul yang mana
seharusnya Penggugat selaku seorang istri tidak semestinya mendapat
perlakuan yaang demikian adanya dari Tergugat selaku seorang suami,
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. Bahwa berdasarkan posita diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk

mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Ternate dan dapat dipastikan
bahwa tujuan pernikahan sebagaimana diamantkan dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk
membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang Dbahagia
(sakinah,mawaddah ,warahmah) tdak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat
dan Tergugat maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan
keduanya dimata masyarakat dan Agama;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka Penggugat meminta agar Ketua

Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili
perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Rinto Pawane Bin
Yusti Pawane) terhadap Penggugat (Hasnawati Hl. Daeng Binti Hl.
Daeng Fadilah) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-

adiinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
yangrelaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

A. Surat ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 8271025112840005 yang
dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kota
Ternate, pada tanggal 02 Juli 2012, bemmaterai cukup dan dinazeqelen,
yang telah dicocokan sesuai denganaslinya (bukti P1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/2/111/2005, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, tanggal 03
Maret 2005,bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokan sesuai

dengan aslinya (bukti P2) ;

B. Saksi:

1.Nurlaila Batik, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
swasta (PT.Sinar Mas), bertempat tinggal di Kelurahan Mangga dua
,Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah kakak angkat saksi, dan Tergugat bernama Rinto Pawane;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,
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Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Desember 2004,
Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Daeo Morotai selatan,;

Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak yang bernama Suci Wulansari dan Salsabila
Putri yang kini bersama Tergugat;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak lahirnya anak petama rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penyebabnya adalah
Tergugat mabuk-mabukkan dengn teman2 diluar rumah bahkan didalam
rumah pun sepertitu..dan Tergugat tidak segan-segan melakukan
kontak fisik terhadap Penggugat apabila Penggugat menasihati;

Bahwa Saksi sudah menasihati tapi tidak berhasil;

2. Putri Umar Daeng, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Swasta,tempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberika keterangan sebagai
berikut ;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak
kandung saksi dan Tergugat bernam Rinto Pawane,

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

Bahwa Tergugat sering mencacimaki Pengugat tanpa memperdulikan
perasaan Penggugat sekalipun dihalayak ramai bahkan Tergugat selalu
bersikap kasar,suka membentak dan sering memukul Penggugat
sampai babak belur,Tergugat juga menuduh Penggugat berzinah
dengan Pimpinan Pengggugat;

Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan
sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalii Penggugat sendiri
tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama
Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan
Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan
Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah
memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut
tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan
Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali
gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
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tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil
gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi kartu kependudukan)
yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:
17/2/1/2005, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 03 Maret 2005, telah
dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah
dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil suatu alat bukti surat;
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Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 akibat
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak
menghargai Penggugat, Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul
Penggugat, serta Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan
Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan
bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka mabuk,
Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sanggup memeliharah anak
Penggugat dan Tergugat, baik pendidikan maupun kebutuhan sehari harinya,
adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2
Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka
terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan
Maijelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah
bercerai ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun akibat sering terjadi pertengkaran
sejak anak pertama lahir disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat,
Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;

- bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat
yang bernama Suci Wulansari umur 12 tahun dan Salsabila Putri umur 8 tahun;

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan
sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan,
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak
berkehendak mempertahankan perkawinannnya dan terbukti pula antara keduanya
tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan
rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang
dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat
selaku pasangan suami isteri telah temyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap
sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar
norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu
alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada keharmonisan fahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis
yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila
perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa
mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai
dengan gaedah fighiyah yang menyatakan:

S laal ) qla e p die s liad 1 659
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan
dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak
yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan temyata
ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan
Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada
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ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan
petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

A G Vel seb s cpaludl o €a e sSla I 23 e
Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian

dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan guguriah
haknya™ ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

gy L Hla Age ) lsigh el 550 oeld

Maksudnya : “Apabila Tergugat lidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi

ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan
berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak (hadhanah) apabila
terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya
Pratama Abugqori, tanggal lahir 19 Maret 2014, masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum
Islam Pasal 105, “Dalam hal terjadi perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
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c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan
Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama Suci Wulansari dan
Saksabila Putri, dapat dikabulkan, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan
(hadhanah) Penggugat, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak ditetapkan berada pada
Penggugat, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat agar memberi
kesempatan kepada Tergugat untuk menenggok dan mencurahkan kasih sayang

kepada buah hatinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai
Selatan dan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Ternate Selatan, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rinto Pawane bin Yusti
Pawane) terhadap Penggugat (Hasnawati Hl.Daeng binti Hil. Daeng Fadhila);

4. Menetapkan anak yang bernama Suci Wulansari, perempuan umur 12
tahun dan Salsabila Putri, perempuan umur 8 tahun, kepada Penggugat
(ibu kandungnya) ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, dan Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017Masehi, bertepatan
dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, SH, MH
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku danDrs. Zainal Goraahe, MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nirwani Kotu, S.Hlsebagai
PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Iv

;; BEACH 8
e’
o 00
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Hakim Anggota

Drs. Zainal Goraahe, MH Panitera Pengganti,

/

Nirwani Kotu, S.H!

Perincian biaya :
1.Pendaftaran ................ccoovenneae. Rp. 30.000,-
2.Proses ................ e Rp. 100.000,-
3. Panggilan.............c.cceoviiiinnll Rp. 180.000,-
4. RedakSi......coooevnvieiiiiiiiiieann, Rp. 5.000,-

. 5. Meterai ...l Rp. 6.000.-

- Jumlah Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
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